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WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025.



Mengingat :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4113);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
Sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6041);



14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6178) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun
2026 tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2026 Nomor 2)

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor
12);



25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 18);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 28);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 31);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 59 Tahun 2025
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 59);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 60 Tahun 2025
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 60);



30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 66 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 66);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 84 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 84);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 90 Tahun 2025
tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan
Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2025 Nomor 90);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 91 Tahun 2025
tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 91);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 96 Tahun 2025
tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2025 Nomor 96).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA

PRABUMULIH
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

TENTANG
PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja Daerah

Surplus/ (Defisit)

Rp 170.050.374.021,12
Rp 935.221.331.064,00

Rp 0,00

Rp 1.105.271.705.085,12

Rp 925.898.425.623,44
Rp 156.203.969.355,27
Rp 348.608.000,00

Rp 51.446.283.380,00

Rp 1.133.897.286.358,71

Rp (28.625.581.273,59)
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3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 188.470.686.321,20
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 188.470.686.321,20

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp 159.845.105.047,61

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam

penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Prabumulih ini.
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Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3\ A@u&ms‘ 2026

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. ARLAN

Diundangkan di Prabumulih

pada tanggal 3| Angmg 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

H. ELNIAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026 NOMOR 5|
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